
1. Undang-UndangNomor25 Tahun1959tenlang PembenlukanOaerahTingkat
I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1959
Nomor70, TambahanLembaranNegaraRepubiikIndonesiaNomor 1814);

2. Undang-UndangNomor17Tahun2003 tentangKeuanganNegara(Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor4286);

3. 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenlang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan LembaranNegara RepubiikIndonesiaNomor 4503);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 :rahun 2005 tenlang Pengelolaan
Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan lembaran Negara RepubtikIndonesiaNomor4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengeiolaan Uang
NegaraIDaerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4736);

7. Peraturan Menleri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Oaerah sebagaimana telah diubah dengan
PeraturanMenteri OalamNegeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah Provlnsl Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 lenlang
Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Daerah Tahun
2010 Nomor 2 Seri E)

Mengingat

.,
Menlmbang : .~it;vJan;emenuhi ketentuanPasai 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39

Tahun 2007 tentang Pengeiolaan Uang NegaralOaerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubemur tentang Pedoman Penempatan Kelebihan Kas di Rekening
Kas Umum pada Bank Umum;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

PEDOMAN PENEMPATAN KELEBIHAN KAS PADA REKENING KAS UMUM DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

TENTANG

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 54~ TAHUN 2010

GUBERNUR,SUMATERA SELATAN

·,



BAB 111
PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS

Pasal 5

Kelebihan kas te~adi apabila terdapat selisih lebih saldo kas rekening kas
umum daerah selelah dilambah dengan proyeksi penerimaan daerah dan
dlkurang proyeksi pengeluarandaerah satu bulan ke depan.

Pasal 3

Strategl manejemen kas untuk menggunakan kelebihan kas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 harus memperhilungkan saldo minimal yang harus
tersedia untuk memenuhi pembayaran kewajiban daerah.

Pasal 4
Saldo minimal sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 adalah uang daerah
yang harus tersedia untuk memenuhi pembayaran kewajiban daerah minimal
satu bulan ke depan.

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum
Daerah menentukan slralegi manalernen kas unluk menggunakan kelebihan
kas.

Pasal 2

BAB II
PERENCANAAN KAS

Dalam Peraturan Gubernur inl yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
2. Kas Daerah adalah tempa! 'menylmpan Uang Daerah yang dltentukan oleh

Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah;

3. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang
Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerab pada bank
yang ditetapkan;

4. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvenslonal dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu Hntaspembayaran; .

5. Bendahara Umum Daerah adalah pejabal yang dlberl tugas unluk
melaksanakan lungsl bendaharaumum daerah;

6. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah;

Pasal 1

Menetapkan : PEDOMAN PENEMPATAN KELEBIHAN KAS PADA REKENING KAS UMUM
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

MEMUTUSKAN:
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BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 25 SERI E·

YUSRt EFFENDI

...

PIt. SE RETARIS DAERAH PROVINSI
SU ATERA SELATAN,\. '

Oiundangkan Oi Palembang
PadaTanggal 9 Nopellber 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

~

~IN -

Oitetapkan 01 Palembang
Pada Tanggal 8 Nopember2010

Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur In! dengan penempatannya dalam Serita Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

PeraturanGubernur ini mulai berlakupada tanggal diundangkan.

Pasal 7

BABIV
PENUTUP

;

Dalam hal terjadi kelebihan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka
untuk mendapatkan manfaat yang optimal, Bendahara Umum Daerah dapat
menempatkan Uang Daerah dalam bentuk deposito on call yang dapat
diperpanjang secara otomatis pada bank umum, dengan terlebih dahulu
mendapat persetujuanGubernur.

Pasal 6
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Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SUMATERA SELATAN 

 
dto. 

 
YUSRI EFFENDI 

GUBERNUR SUMATERA SELATAAN 
 

dto. 
 

H. ALEX NOERDIN 


